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ABSTRAK  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT 

ADIKRTIF LAINNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

 

OLEH : 

CINDY WIRA OCTAVIA 

2203100079 

  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan 

Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data 

dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber pada 

penelitian ini adalah pegawai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Serdang bedagai dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotiuka telah dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan daerah no 3 tahun 2018. Implementasi penyalahgunaan 

narkotika dilakukan dengan mengadakan program sosialisasi kepada berbagai 

jenis kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah untuk sebagai bentuk antisipasi 

dan pencegahan narkotika. Pelaksanaan implementasi dilaksanakan oleh 

Kesbangpol, Masyarakat dan lembaga lembaga yang mengerti tentang narkotiuka 

seperti BNN, Kepolisian dan lain sejenisnya. Hambatan dalam pelaksanaan 

implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotiuka adalah minimnya program 

yang dilaksanakan dan keterbatasan anggaran dana yang hanya dapat 

menyediakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. 

 

Kata kunci: Imlepentasi kebijakan, Pencegahan penyalahgunaan   

               Narkoitika, Sumber Daya  
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BAB I 

PENDAHULUAN    

    

1.1 Latar Belakang Masalah      

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 

merupakan suatu permasalahan sosial yang masih menjadi ancaman serius di 

Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menunjukkan tren yang 

mengkhawatirkan karena berdampak luas pada kesehatan masyarakat, stabilitas 

sosial, serta produktivitas generasi muda, terutama di wilayah dengan mobilitas 

tinggi seperti Provinsi Sumatera Utara. Penyalahgunaan NAPZA tidak hanya 

menimbulkan kerugian pada aspek kesehatan individu, tetapi juga berdampak 

pada ketahanan keluarga, ketertiban sosial, serta kualitas sumber daya manusia.       

Objek kajian ini adalah kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dilaksanakan oleh  

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Peraturan 

daerah tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam 

mendukung kebijakan dan strategi nasional yang berorientasi pada Pencegahan 

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), 

dengan penekanan pada upaya pencegahan di tingkat lokal.    
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Selain itu, Berdasarkan laporan yang dimuat dalam berita lokal pada April  

2025 melibatkan penemuan sabu seberat 20,19 gram di Dusun I Desa Sei Buluh, 

Teluk Mengkudu, menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika juga 

menembus wilayah pedesaan di kabupaten ini. Faktafakta tersebut 

menggambarkan bahwa masalah narkotika bukan sekadar fenomena kriminal 

tetapi telah menjadi isu sosial yang perlu ditangani secara komprehensif melalui 

kebijakan publik  seperti memerlukan upaya pencegahan yang lebih efektif.  

Untuk merespons persoalan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah 

menetapkan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, termasuk UndangUndang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berbagai instruksi presiden terkait  

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 

(P4GN).   

Data kepolisian dan BNN menunjukkan bahwa pengungkapan kasus 

narkotika di Kabupaten Serdang Bedagai terus terjadi dari tahun ke tahun. 

Pengungkapan puluhan kasus dalam kurun waktu satu bulan, dengan barang bukti 

narkotika jenis sabu dan ganja, mengindikasikan bahwa peredaran narkotika telah 

masuk hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Fakta ini memperkuat asumsi 

bahwa permasalahan narkotika di daerah ini bersifat struktural dan membutuhkan 

pendekatan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan 

rehabilitatif.      

Menurut data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, aparat 

penegak hukum di wilayah ini rutin melakukan pengungkapan kasus narkotika. 

Misalnya, pada Januari 2025, Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai 
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berhasil membuka 30 kasus narkoba dengan 42 tersangka, dan barang bukti 

narkotika berupa sabu sebesar 146,52 gram dan ganja 1,09 gram berhasil disita  

dari berbagai tempat kejadian di kabupaten tersebut. Kasus-kasus ini bukan hanya 

terjadi di kota besar tetapi juga di lingkungan pedesaan. Kasus yang diungkap 

terdiri dari berbagai modus, termasuk transaksi di permukiman dan jalan umum 

dari kasus ini menunjukkan bahwa tantangan penyalahgunaan narkotika telah 

menyebar secara geografis di seluruh Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi ini 

menuntut adanya peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan upaya 

pencegahan secara sistematis dan berkelanjutan.  Namun demikian, berdasarkan 

kondisi di lapangan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 belum 

sepenuhnya berjalan optimal. Kegiatan pencegahan masih menghadapi 

keterbatasan, antara lain dari aspek sumber daya, koordinasi antar perangkat 

daerah, serta jangkauan sosialisasi yang belum merata hingga ke tingkat desa dan 

kelurahan. Beberapa fasilitas pencegahan dan rehabilitasi belum mampu 

menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara merata.  

 Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan memiliki akses 

yang terbatas terhadap layanan pencegahan dan rehabilitasi narkotika. Kondisi ini 

berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan meningkatkan risiko 

penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Upaya pencegahan juga masih 

cenderung didominasi oleh aparat penegak hukum, sementara keterlibatan aktif 

perangkat daerah dan masyarakat belum sepenuhnya optimal.  

 Maka dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan 

narkotika di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan persoalan kompleks yang 
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melibatkan aspek kebijakan, kelembagaan, dan sosial. Tingginya kasus narkotika 

yang terungkap, keterbatasan fasilitas pencegahan, serta rendahnya partisipasi 

masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan  

kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.       

Berdasarkam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya  

menjadi sebuah judul skripsi yaitu, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

TENTANG PENCEGAHAN  PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA, 

PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN 

SERDANG BEDAGAI”  

Menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini 

diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan 

kajian administrasi publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan 

narkotika agar lebih responsif.      

    

    

1.2 Perumusan Masalah      

   Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang 

Pencegahan  Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya  di 

Kabupaten Serdang Bedagai?      
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1.3 Tujuan Penelitian      

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika Dan zat adiktif Lainnya Di Kabupaten Serdang Bedagai.      

    

1.4  Manfaat Penelitian       

Adapun manfaat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:    

a. Aspek Teoritis    

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan kasijan keilmuan, khusunya yang berkaitan dengan 

pencegahan penggunaan NAPZA, serta menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang relevan dengan topik sejenisnya.      

b. Aspek Praktis    

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

rekomendasi bagi instansi terkait dalam merumuskan serta mengoptimalkan 

strategi pencegahan penyalahgunaan NAPZA di   

masyarakat.     

c. Aspek Akademis    

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dan pihak lain yang 

membutuhkan informasi terkait dengan topik penelitian ini.     
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1.5  Sistematika Penulisan  

 BAB I     PENDAHULUAN   

      Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah,  

      Tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan  

BAB II    URAIAN TEORITIS  

      Bab ini menjelaskan tentang uraian teoritis, pengertian  

      implementasi, pengertian kebijakan.  

BAB III    Metode Penelitian  

      Bab ini menjelaskan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi  

      konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, 

      waktu dan lokasi penelitian  

BAB IV    HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN  

      Bab ini menjelaskan penyajian data dan analisis wawancara  

BAB V    PENUTUP  

      Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

      hasil penelitian  

  

DAFTAR PUSTAKA   

LAMPIRAN     
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BAB II  

URAIAN TEORITIS  

2.1  Implementasi      

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal 

dari bahasa Inggris, yaitu Implement. Dalam kamus Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan 

sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya.  Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain 

dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang 

memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. definisi Implikasi atau implementasi 

juga dapat bervariasi menurut para ahli.  

Menurut, Van Meter dan Van Horn (1975) Implementasi adalah suatu  

proses yang rumit, fleksibel, dan dipengaruhi oleh beragam variabel yang saling 

berhubungan. Pendekatan ini menganggap bahwa keberhasilan pelaksanaan tidak 

hanya tergantung pada mutu kebijakan itu sendiri, tetapi  juga oleh keadaan 

lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan, kemampuan dari para 

pelaksana, serta efektivitas kolaborasi antar lembaga terkait. Secara keseluruhan, 

pendekatan ini memberikan wawasan bahwa implementasi merupakan rangkaian 

tindakan yang membutuhkan kerjasama, pemahaman, dan dukungan dari berbagai 

pihak.  

  Menurut, Mazmanian dan Sabatier (1983) Bahwa implementasi 

merupakan proses yang berkelanjutan sejak disahkannya kebijakan hingga 

terwujudnya dampak nyata di masyarakat. Mereka menekankan pentingnya 
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 kejelasan isi kebijakan, konsistensi regulasi pelaksana, kemampuan 

lembaga pelaksana, serta dukungan dari lingkungan eksternal seperti kondisi 

sosial, ekonomi, dan politik. Semakin jelas rumusan kebijakan dan semakin kuat 

kapabilitas institusi pelaksana, maka semakin besar peluang kebijakan tersebut 

untuk berhasil diimplementasikan.  

  George C. Edwards III (1980) memandang implementasi  sebagai suatu 

proses yang melibatkan berbagai kegiatan administratif dan operasional yang 

bertujuan untuk mewujudkan keputusan politik ke dalam tindakan nyata. Menurut 

Edwards III, sebaik apa pun suatu kebijakan dirumuskan, kebijakan tersebut tidak 

akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diimplementasikan dengan 

baik. Ia menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan 

sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.  

 Sedangkan  Mulyadi (2015)  memandang  implementasi  sebagai  proses  

penerapan suatu ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan 

praktis sehingga membawa perubahan yang diharapkan. Implementasi tidak hanya 

terbatas pada kegiatan teknis, tetapi juga mencakup aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan.  

 Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian mengenai implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di Kabupaten Serdang  

Bedagai memerlukan  pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek, seperti substansi kebijakan, kelembagaan pelaksana, ketersediaan 
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sumber daya, kondisi lingkungan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat. 

Teori-teori implementasi kebijakan tersebut menjadi landasan konseptual yang 

penting dalam menilai sejauh mana kebijakan pencegahan NAPZA telah 

diimplementasikan secara efektif, serta dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaannya.  

  Namun demikian, apabila dibandingkan dengan berbagai teori 

implementasi kebijakan lainnya, model implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dinilai paling relevan untuk 

digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena model tersebut 

memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh 

keterkaitan antara tujuan dan standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, 

karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau pandangan para pelaksana, kondisi 

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta pola komunikasi dan koordinasi 

antarorganisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis 

implementasi kebijakan secara lebih mendalam dan kontekstual, sesuai dengan 

kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkotika di tingkat daerah.  

  Dalam konteks implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan   

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai, 

permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kejelasan kebijakan 

atau kecukupan sumber daya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan setempat, karakteristik sosial masyarakat, serta efektivitas koordinasi 

lintas sektor antara pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak 

hukum, dan unsur masyarakat. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van 
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Horn (1975) secara tegas menempatkan faktor lingkungan dan hubungan 

antarorganisasi sebagai elemen kunci dalam menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan, sehingga dinilai mampu menjelaskan realitas empiris 

yang terjadi di lapangan.    

    

2.2  Teori Kebijakan Publik     

  Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani 

polis yang berarti negara atau kota. Istilah ini kemudian berkembang dalam 

bahasa Latin menjadi politia, yang bermakna negara, dan selanjutnya masuk ke 

dalam bahasa Inggris menjadi policie, yang mengacu pada pengendalian 

masalahmasalah publik atau administrasi pemerintahan. Dalam 

perkembangannya, kebijakan dipahami sebagai perilaku atau tindakan yang 

dilakukan oleh aktor tertentu, baik individu, kelompok, maupun lembaga 

pemerintah, dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian ini cukup memadai 

untuk penggunaan sehari-hari, namun dalam kajian ilmiah yang bersifat 

sistematis, khususnya dalam analisis kebijakan publik, diperlukan pemahaman 

yang lebih menyeluruh.  

 Kebijakan publik pada dasarnya merupakan tindakan atau keputusan yang 

diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi permasalahan 

tertentu atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.   

 Menurut Syamsir (2023), kebijakan publik disusun melalui suatu proses 

yang meliputi identifikasi masalah, analisis kebijakan, pemilihan alternatif 

kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan 

publik tidak berhenti pada tahap perumusan semata, tetapi harus diwujudkan 
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melalui tindakan nyata agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan manfaatnya 

dirasakan oleh masyarakat.    Implementasi kebijakan publik merupakan tahap 

yang sangat  menentukan dalam siklus kebijakan.  

 Kristian, D.(2023) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik 

adalah proses transformasi masukan berupa sumber daya manusia, informasi, 

keterampilan teknis, tenaga kerja, dan dukungan material lainnya menjadi 

keluaran berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.   

 Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar pelaksanaan 

teknis, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan tujuan kebijakan 

secara nyata.   Van Meter dan Van Horn (1975), sebagaimana dikutip oleh 

Agustino (2008:39), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, maupun 

pihak swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam 

kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn (1985) menekankan bahwa 

keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu:    

1. ketepatan tujuan kebijakan    

2. sifat kebijakan dan instrumen yang digunakan    

3. kapasitas organisasi pelaksana    

4. sikap dan pandangan para pelaksana     

5. kondisi lingkungan eksternal yang meliputi sosial, ekonomi, dan politik.    

 Model ini relevan untuk penelitian implementasi kebijakan pencegahan 

NAPZA karena menekankan interaksi antara berbagai faktor yang saling terkait, 

termasuk koordinasi antar-lembaga, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat.  
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Secara konseptual, kebijakan publik dapat dilihat sebagai sistem yang terdiri dari 

unsur-unsur saling terkait, mulai dari tujuan kebijakan, identifikasi masalah, 

tuntutan masyarakat, dampak atau outcomes, hingga sarana atau instrumen 

kebijakan. Tujuan kebijakan berfungsi sebagai arah yang ingin dicapai, sementara 

masalah yang tepat diidentifikasi menjadi dasar perumusan strategi. Tuntutan 

masyarakat muncul baik karena kebutuhan yang tidak terakomodasi maupun 

karena munculnya masalah baru.   

 Dampak kebijakan dapat berupa hasil yang diharapkan maupun akibat 

yang tidak disengaja, sedangkan instrumen kebijakan digunakan untuk 

menjalankan kebijakan secara efektif, misalnya melalui kewenangan, insentif, 

atau pengembangan kapasitas.  Dalam prosesnya, kebijakan publik melalui 

tahapan yang saling  berkaitan, yaitu penentuan agenda, formulasi kebijakan, 

penetapan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan.   

 Tahap penentuan agenda berkaitan dengan bagaimana suatu masalah 

diidentifikasi dan diprioritaskan untuk menjadi fokus kebijakan. Formulasi 

kebijakan adalah proses perumusan alternatif solusi yang tepat. Penetapan 

kebijakan melibatkan pengambilan keputusan terhadap alternatif yang dianggap 

paling sesuai. Pelaksanaan kebijakan adalah tahap eksekusi yang mengubah 

kebijakan dari dokumen formal menjadi tindakan nyata yang hasilnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat.    

 Dalam konteks implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan 

NAPZA di Kabupaten Serdang Bedagai, kerangka konseptual ini menjadi sangat 

relevan. Kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 
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mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mencegah  penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain melalui strategi pencegahan, 

rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan 

tersebut tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan itu sendiri, tetapi juga 

pada sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, komitmen pelaksana, 

sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat setempat. Pendekatan konseptual ini memungkinkan peneliti untuk 

menganalisis implementasi kebijakan secara sistematis, mengevaluasi faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitasnya, dan memahami tantangan yang muncul 

di lapangan.  

 Pemilihan Teori sebagai Kerangka Penelitian Dalam berbagai teori 

implementasi kebijakan, terdapat beberapa pendekatan yang menekankan aspek 

berbeda, seperti Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menyoroti kejelasan isi 

kebijakan, kemampuan institusi, dan dukungan lingkungan eksternal, atau George 

C. Edwards III (1980) yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi 

pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun semua teori ini relevan untuk 

memahami pelaksanaan kebijakan, model Van Meter dan Van Horn (1975) dipilih 

sebagai kerangka utama penelitian.  

 Alasannya adalah model ini mengintegrasikan faktor-faktor internal dan 

eksternal secara komprehensif, menekankan hubungan interaktif antara tujuan 

kebijakan, sumber daya, karakter organisasi pelaksana, sikap pelaksana, serta 

kondisi sosial, ekonomi, politik setempat. Model ini juga menekankan pentingnya 

koordinasi dan komunikasi antar lembaga, yang sangat sdsuai dengan konteks 
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implementasi kebijakan pencegahan NAPZA di Kabupaten Serdang Bedagai, 

dimana keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan berbagai 

pemangku kepentinganm, termasuk pemerintah daerah, Badan Narkotika 

Nasional, aparat penegak hukum, dan masyarakat.  

 Dengan demikian, Van Meter dan Van Horn (1975) menyediakan 

kerangka konseptual yang komprehensif dan relevan untuk mengevaluasi 

implementasi kebijakan seacara sistematis. Model ini memungkinkan peneliti 

untuk menganalisis faktor-faktor pendukung penghambat, serta melihat 

bagaimana kebijakan pencegahan NAPZA diterjemahkan menjadi tindakan nyata 

di tingkat daerah. Kerangka ini juga membantu menyusun variabel penelitian, 

seperti tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, 

kondisi lingkungan eksternal, dan hasil implementasi terhadap penelitian.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1  Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta.  

 Menurut Sugiyono (2016: 9) metode deskriptif kualitatif adalah sebuah 

metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivitas digunakan untuk 

mempelajari keadaan benda benda alam (adalah eksperimen yang  berlawanan). 

Di sini, peneliti adalah instrument. Metode perolehan data utama adalah 

triangulasi (kombinasi), dan analisis data adalah induktif/kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi. Studi deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci masalah 

yang diselidiki dengan menyelidiki orang, kelompok, atau peristiwa sebanyak 

mungkin. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sarana penelitian, dan 

hasilnya dituangkan dalam bentuk kata-kata dan pernyataan yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya.      

 Selain aspek metodologi, Sugiyono (2022) juga mengklasifikasikan 

penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, yakni penelitian deskriptif yang 

menjawab keberadaan variabel mandiri, penelitian komparatif yang 

membandingkan variabel antar-sampel, dan penelitian asosiatif yang menanyakan 

hubungan (kausal atau interaktif) antara dua variabel atau lebih. 
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 Terakhir, dari sudut pandang tujuan aplikasi, ia menekankan pentingnya 

metode Research and Development (R&D) sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, dan sosial.      

    

3.2. Kerangka Konsep      

 Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir 

mengenai kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir 

mengenai Implementasi Kebijakan tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep   

  

Peraturan Daerah No. 3 

Tahun tentang Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat 

 Adiktif Lainnya  

Fasilitasi Pencegahan  

1. BNN  

2. Keluarga  

3. Lingkungan Masyarakat 

4. Satuan Pendidikan 

Untuk Menghilangkan  

Penyalahgunaan Narkoba   
Implementasi Kebijakan 

Publik  

1. Komunikasi  

2. Sumberdaya  

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 
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3.3 Definisi Konsep    

  Definisi konsep berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas terhadap 

istilah - istilah penting yang digunakan dalam kerangka konsep penelitian agar 

tidak terjadi perbedaan penafsiran.       

1. Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan. Pada tahap 

ini suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan dan lebih 

banyaknya keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat terlihat pada tahap 

implementasi ini     

2. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah atau pihak lain yang 

lebih dikenal dengan sebutan aktor kebijakan publik hanya dapat 

mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya 

masing-masing     

3. Implementasi kebijakan publik adalah satu tindakan untuk mencapai tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan     

4. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan 

pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi 

dan mediasi     

5. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

Lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya untuk mencegah 

semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat    

Adiktif lainnya.     
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3.4 Kategori Penelitian     

  Menurut Moelong (2006:252) Kategorisasi berarti menyusun kategori atau 

mengelompokkan kategori. Kategori adalah salah satu dari tumpukan ide dasar, 

intuisi, opini atau sekumpulan tumpukan yang terdiri dari kriteria tertentu. 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian 

sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk 

menganalisis variabel tersebut. Kategorisasi dalam  penelitian ini adalah:      

1. Komunikasi  

 Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari 

pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran agar kebijakan 

tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan benar.  

2. Sumber Daya  

 Sekalipun komunikasi sudah jelas, sumber daya juga diperlukan agar 

kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.  

a. Sumber daya manusia: jumlah dan kompetensi petugas  (penyuluh, 

aparat, tenaga kesehatan).  

b. Sumber daya finansial: anggaran untuk sosialisasi, rehabilitasi, dan 

penegakan hukum.    

c. Sumber daya sarana dan prasarana: fasilitas rehabilitasi, alat pendukung 

kampanye, dan infrastruktur pendukung lainnya  

d. Sumber daya informasi dan kewenangan: data yang akurat serta 

kewenangan hukum bagi pelaksana kebijakan.  
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3. Disposisi  

 Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan para 

pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.  

a. Kesediaan aparat dan instansi terkait untuk melaksanakan kebijakan 

pencegahan NAPZA.  

b. Komitmen  pelaksana  dalam  melakukan  sosialisasi, 

pengawasan, dan penindakan.  

c. Tingkat kejujuran, tanggung jawab, dan integritas pelaksana kebijakan.    

4. Struktur Birokrasi  

 Organisasi pelaksana juga harus memiliki susunan organisasi, mekanisme 

kerja, dan prosedur yang mengatur pelaksanaan kebijakan.  

a. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi (BNN,  pemerintah 

daerah, kepolisian, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya).  

b. Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP).  

c. Koordinasi antar lembaga dalam pencegahan, penindakan, dan    

rehabilitasi.    

3.5  Informan Dan Narasumber 

 Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang 

diperlukan oleh penulis dan berkompeten atau menguasai informasi yang  

diberikan,   yaitu  tentang   Implementasi  Kebijakan  Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikoterapika Dan Zat Adiktif Lainnya. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 4 orang terdiri dari:     
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1. Kasat Narkoba/Penyidik Polres Serdang Bedagai     

2. Kepala Kesbangpol Serdang Bedagai.     

3. Masyarakat   

4. Pejabat/Staf pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang    

Bedagai (BNNK Serdang Bedagai)    

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah :  

a. Nama  : Sri Wahyuni 

Jabatan  : Penyuluh Narkoba Ahli Muda 

Umur  : 38 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

b. Nama  : Samsihida 

Jabatan  : Perencana Ahli Muda 

Umur  : 45 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

c. Nama  : Sudarno 

Jabatan  : Analisis Politik Dalam Negeri 

Umur  : 48 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

d. Nama  : Syahril 

Pekerjaan : Masyarkat 

Umur  : 62 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 
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3.6  Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup 2 jenis yaitu: 

1. Data Primer  

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek atau 

informan penelitian oleh penulis melalui wawancara (Moleong, 2006). 

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung 

dengan informan untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitasi 

pencegahan  

2. Data Sekunder 

 Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian berbagai 

sumber yang telah ada yang dapat menunjukkan objek yang diteliti 

berupa: 

a. Keadaan geografis di Kabupaten Serdang Bedagai. 

b. Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

3.7  Teknik pengumpulan  Data  

 Menurut, Syafrida H.S (2021) Teknik analisis data merupakan cara atau 

metode yang digunakan untuk mengolah, mengorganisasi dan menafsirkan data 

yang telah dikumpulkan agar menjadi informasi yang bermakna serta dapat 

digunakan untuk menarik kesimpulan atau menjawab tujuan penelitian.      

1.Reduksi Data      

 Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal – hal 

yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa 
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dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting 

agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini 

dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk 

menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. 

Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi 

yang didapat di lapangan tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering 

dijumpai informasi yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data 

tersebut bercampur dengan data penelitian.      

2. Penyajian data      

 Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan 

menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan 

kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama 

proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan 

penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.Penyajian data dilakukan untuk dapat 

melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya 

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang 

diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.  

3. Kesimpulan atau verifikasi      

 Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa 

data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang 

terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam  penelitian tersebut.      



23 

 

 

 

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian       

   Adapun lokasi dan penelitian ini akan dilakukan di Polres Serdang 

Bedagai. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2026 s/d Mei 2026. 

 

 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian      

 Objek Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten 

Serdang Bedagai. Fokusnya mencakup persepsi masyarakat, tingkat kesadaran, 

dan efektivitas pengawasan.          

Gambar 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai 

 

 Secara administratif, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 17 

Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan (237 Desa dan 6 Kelurahan) serta 1.235 

Dusun dan 37 Lingkungan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan 

terbanyak adalah Kecamatan Perbaungan dan Dolok Masihul masing-masing 

sebanyak 28 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah 
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desa/kelurahannya adalah Kecamatan Bandar Khalifah sebanyak desa/kelurahan. 

Bila dilihat dari luas wilayah per kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan 

Sipispis mempunyai proporsi terluas 221,12 Km2 (11,32% dari luas wilayah 

Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil luas 

wilayahnya adalah Kecamatan Silinda dengan luas 58,68 Km2 (3,01% dari luas 

wilayah Kabupaten Serdang Bedagai). 

 Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai berada pada posisi 

030012,5* - 03046'33* Lintang Utara dan 98044'22* - 9901901* Bujur Timur. 

Kabupaten Serdang Bedagai secara posisi geografis angat strategis (geostrategis) 

karena: 

1. ⁠Dekat dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu perairan yang 

paling padat di dunia. 

2.  ⁠Dekat dengan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. 

3. Dilalui olch pembangunan jalan Tol Medan - Tebing Tinggi 

4. Adanya kerjasama segitiga pertumbuhan antara Indonesia - Malaysia - 

Thailand (IMT - GT). 

 Di samping itu, Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan jalur lintas 

Sumatera yang berada di sisi pantai timur pulau sumatera. Kabupaten Serdang 

Bedagai merupakan jalur akses mobilitas dari atau ke Kota Medan, dari atau ke 

Kota Tebing Tinggi. Letak administrasi yang diapit olch 2 kota tersebut 

merupakan faktor yang paling besar dalam menunjang perkembangan wilayah 

Kabupaten Serdang Bedagai. 
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 Potensi letak geografis dan keadaan bentang alam Kabupaten Serdang 

Bedagai yang cukup beragam juga didukung oleh potensi Sumber Daya Alam 

yang cukup melimpah, antara lain : Sumber Daya Kelautan, Sumber Daya Air, 

Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Pariwisata. 

Topografi Kabupaten Serdang Bedagai terletak di daerah Pantai Timur 

Sumatera Utara dan secara umum terletak pada ketinggian 0 - 500 m di atas 

permukaan laut (dpl) dengan garis pantai sepanjang 55 km dan 1 (satu) pulau 

terluar yaitu Pulau Berhala. Pembagian wilayah Kabupaten Serdang Bedaga 

berdasarkan elevasi (ketinggian) dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. ⁠Ketinggian 0-10 mdpl seluas 66.506,75 ha (34,63%) dari luas daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat dibeberapa kecamatan kecuali 

Kecamatan Kotarih dan Sipispis 

2. Ketinggian 11-50 mdpl seluas 117.522,74 ha (61,20%), terdapat hampir 

diseluruh Kecamatan 

3. ⁠Ketinggian 51-500 mdpl seluas 8.007,68 ha (4,17%) terdapat di 

Kecamatan Kotarih dan Sipispis. Dari perincian tersebut di atas dapat 

dilihat bahwa $ 96% wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berada pada 

ketinggian 0-500 mdpl, yaitu daerah yang dikategorikan sebagai daerah 

pantai atau dataran rendah. 
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Gambar 3.3 Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  

di kabupaten Serdang Bedagai 

 

  Badan kesatuan kesatuan bangsa dan politik dibentuk berdasarkan 

peraturan daerah kabupaten serdang bedagai No 6 Tahun 2016 tentang 

pembentukan perangkat daerah kabupaten serdang bedagai. 

A. Visi dan Misi Badan Kesatuan bangsa dan Politik 

 Secara umum visi merupakan cara pandang jauhb ke depan, kemana suatu 

organisasi harus dibawa. Visi organisasi harus merupakan gambaran yang 

menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi ditahum 

yang akan datang. Maka dari itu Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten 

serdangb bedagai menetapkan visi yaitu: 

“ Terwujudnya Kabupaten Serdang Bedagai yang Maju Terus 

(Mandiri, Sejahtera, dan Religius) melalui penguatan persatuan, kesatuan 

bangsa, dan stabilitas politik yang kondusif ” 
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Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Serdang Bedagai 

memiliki arti sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang maju, 

mandiri, sejahtera, dan religius melalui penguatan persatuan dan kesatuan bangsa 

serta terciptanya stabilitas politik yang kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa 

Kesbangpol berperan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, 

menciptakan rasa aman, serta memastikan kondisi politik tetap stabil agar 

pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.Dalam penjabaran visi  badan 

Kesatuan bangsa dan Politik  Kabupaten Serdang bedagai, maka ditetapkan pula 

Misi sebagai berikut:  

1. Menciptakan Birokrasi yang Dambaan: Memberikan pelayanan prima 

dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. 

2. Membangun Stabilitas Wilayah: Mewujudkan suasana kondusif, aman, 

dan tenteram di masyarakat melalui koordinasi, mediasi, dan deteksi dini 

konflik. 

3. Penguatan Karakter Kebangsaan: Meningkatkan pemahaman ideologi 

Pancasila, wawasan kebangsaan, dan semangat kebersamaan 

(implementasi empat pilar kebangsaan). 

4. Tata Kelola Kondusif: Membangun hubungan harmonis antara 

pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan komponen pembangunan 

lainnya. 

 Misi Kesbangpol Serdang Bedagai mengandung makna bahwa instansi ini 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan profesional dalam 

bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga mampu menciptakan birokrasi yang 
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diharapkan masyarakat. Selain itu, Kesbangpol juga bertugas menjaga stabilitas 

wilayah dengan menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif melalui 

koordinasi, mediasi, serta deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat terjadi 

di masyarakat.  

 Dalam hal penguatan karakter kebangsaan, Kesbangpol berupaya 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, wawasan 

kebangsaan, serta semangat persatuan agar tidak mudah terpecah. Di samping itu, 

Kesbangpol juga membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, 

organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat guna menciptakan 

tata kelola yang kondusif sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara 

efektif dan berkelanjutan. 

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik 

Kabupaten Serdang Bedagai 

 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sesuai dengan peran utamanya, Badan 

Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten  Serdang Bedagai bertugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesatuan 

bangsa dan politik, yang meliputi:  

1. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Penguatan ideologi Pancasila dan 

karakter bangsa. 

2. Politik Dalam Negeri, Pembinaan partai politik, organisasi 

kemasyarakatan (Ormas), dan pendidikan politik. 

3. Kewaspadaan Nasional, Deteksi dini konflik, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang/tenaga kerja asing, dan kewaspadaan perbatasan. 



29 

 

 

 

  Hal ini berarti Kesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga 

keutuhan bangsa di tingkat daerah serta memastikan kehidupan politik masyarakat 

berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya, tugas 

tersebut mencakup upaya penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan 

agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air dan tidak mudah terpengaruh oleh 

paham yang bertentangan dengan nilai bangsa. Selain itu, Kesbangpol juga 

bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan politik dalam negeri, seperti 

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta melakukan pembinaan 

terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan agar tetap berjalan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

  Di sisi lain, Kesbangpol juga menjalankan fungsi kewaspadaan nasional, 

yaitu melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk 

mencegah gangguan stabilitas daerah. Dengan demikian, tugas pokok Kesbangpol 

dapat diartikan sebagai upaya menjaga persatuan, stabilitas politik, dan keamanan 

masyarakat agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara aman dan lancar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

  

4.1 Hasil Penelitian 

 Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang 

diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan kemudian ditarik suatu kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh 

beberapa narasumber di pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu kantor 

Badan kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten Serdang Bedagai. Terkait 

tentang Implementasi kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten serdang Bedagai. 

 Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga 

sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, 

melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang 

dilakukan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan Kebijakan Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya d Kabupaten 

Serdang Bedagai. Sebelum menganalisi data, terlebih dahulu mengklarifikasikan 

data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para 

narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat 

diperoleh data sebagai berikut: 



31 
 

 

  4.1.1 Komunikasi  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri wahyuni selaku Bidang 

Perencanaan penyuluhan ahli muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 

Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa komunikasi kebijakan 

lebih banyak dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar. 

Informasi mengenai bahaya narkoba disampaikan melalui kegiatan penyuluhan di 

sekolah-sekolah serta kampanye saat kegiatan tertentu seperti upacara bendera. 

Namun, komunikasi tersebut bersifat preventif dan belum menyentuh langsung 

kepada pelaku penyalahgunaan narkoba karena bukan menjadi kewenangan 

Kesbangpol. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsihida Selaku Perencana 

Ahli Muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 

10.00 Wib Menjelaskan Bahwa komunikasi antar instansi telah terjalin melalui 

koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian. Bentuk 

komunikasi ini biasanya berupa undangan sebagai narasumber dalam kegiatan 

sosialisasi maupun koordinasi ketika ada kegiatan lapangan. Meskipun demikian, 

komunikasi tersebut cenderung bersifat formal dan terbatas pada kegiatan tertentu 

saja. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno Selaku Analis 

Politik Dalam Negri   KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 

Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa komunikasi kebijakan juga dilakukan 

melalui penerbitan Surat  Keputusan (SK) terkait program Desa Bersinar (Desa 

Bersih Narkoba). Dalam hal ini, Kesbangpol berperan sebagai fasilitator yang 
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menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan BNN. Informasi 

kebijakan disampaikan secara administratif, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak 

yang memiliki kewenangan operasional di lapangan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril Selaku   Masyarakat 

Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada 

Pukul 17.00 Wib Menyatakan Bahwa komunikasi dengan masyarakat berjalan 

cukup baik dalam konteks sosialisasi. Masyarakat umumnya hadir dan 

memberikan respons positif terhadap kegiatan yang dilakukan. Namun, efektivitas 

komunikasi masih menjadi tantangan karena perilaku penyalahgunaan narkoba 

cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk dipantau 

secara langsung. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada intensitas 

komunikasi yang dilakukan, sehingga kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan 

secara maksimal. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan Hasil Dari Keterangan 

Yang di Sampaikan Oleh Para Narasumber Dapat Diketahui Bahwa komunikasi 

dalam implementasi kebijakan P4GN di  daerah ini telah berlangsung melalui 

berbagai bentuk seperti sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan penyampaian 

kebijakan administratif. Namun, komunikasi tersebut masih menghadapi kendala 

berupa keterbatasan kewenangan, minimnya anggaran, serta sulitnya menjangkau 

kelompok sasaran secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

intensitas komunikasi serta penguatan kolaborasi antar lembaga agar tujuan 

kebijakan dapat tercapai secara optimal. 
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4.1.2 Sumber Daya    

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri wahyuni selaku Bidang 

Perencanaan penyuluhan ahli muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 

Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa Kesbangpol sumber daya 

manusia yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi untuk menjangkau seluruh 

wilayah sasaran. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga pelaksana 

dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah dan kompleksitas permasalahan 

narkoba. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan pada sosialisasi 

di sekolah-sekolah yang dianggap lebih mudah dijangkau. 

 Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsihida Selaku 

Perencana Ahli Muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 

Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa kendala utama dalam implementasi 

kebijakan terletak pada keterbatasan anggaran. Meskipun setiap tahun telah 

diusulkan anggaran melalui dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja, 

namun pada tahap realisasi di APBD sering mengalami pemangkasan akibat 

kebijakan efisiensi anggaran daerah. Dampaknya, program-program seperti 

sosialisasi dan tes urine tidak dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan beberapa 

kegiatan tidak terlaksana sama sekali. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno Selaku Analis 

Politik Dalam Negri KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 

Pada Pukul 10.00 Wib   Menjelaskan Bahwa keterbatasan sumber daya juga 

berdampak pada minimnya kegiatan lintas sektor. Forum atau kegiatan bersama 

yang sebelumnya pernah dilaksanakan kini cenderung vakum karena tidak adanya 
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dukungan anggaran. Padahal, kegiatan tersebut dinilai penting dalam memperkuat 

sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan narkoba. 

 Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril Selaku  

Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 

2026 PadamPukul 17.00 Wib Menyatakan Bahwa sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan juga masih terbatas. Pelaksanaan sosialisasi seringkali 

bergantung pada fasilitas yang tersedia, seperti aula atau gedung yang disewa 

sesuai dengan ketersediaan anggaran. Bahkan dalam beberapa kondisi, kegiatan 

dilakukan dengan cara sederhana seperti penyampaian pesan saat upacara di 

sekolah tanpa dukungan fasilitas khusus. 

 Berdasarkan Hasil Dari Keterangan Yang di Sampaikan Oleh Para 

Narasumber Dapat Diketahui Bahwa Sumber daya dalam implementasi kebijakan 

P4GN di daerah ini masih belum memadai. Keterbatasan anggaran, kurangnya 

tenaga pelaksana, serta minimnya sarana dan prasarana menjadi hambatan utama 

dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi 

anggaran serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada agar kebijakan 

dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. 

4.1.3  Disposisi 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri wahyuni selaku Bidang   

Perencanaan penyuluhan ahli muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 

Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa pihaknya memiliki 

komitmen untuk mendukung upaya pencegahan narkoba melalui kegiatan  

sosialisasi. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif dalam memberikan penyuluhan 
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kepada pelajar serta menyampaikan kampanye bahaya narkoba di berbagai 

kesempatan. Namun, dalam pelaksanaannya, mereka tetap berpegang pada batas 

kewenangan, yaitu hanya sebatas pencegahan dan tidak terlibat dalam tindakan 

penegakan hukum. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsihida Selaku Perencana 

Ahli   Muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 

10.00 Wib Menjelaskan bahwa sikap pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh 

kondisi anggaran yang terbatas. Meskipun terdapat keinginan untuk melaksanakan 

program secara maksimal, namun keterbatasan dana membuat beberapa kegiatan 

tidak dapat direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana 

sebenarnya cukup baik, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya 

yang memadai. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno Selaku Analis 

Politik Dalam Negri   KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 

Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa para pelaksana kebijakan memahami 

dengan jelas peran dan fungsi masing-masing instansi. Kesbangpol berperan 

sebagai koordinator dan fasilitator, sedangkan tindakan operasional seperti 

penindakan dan pemberantasan menjadi tanggung jawab Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dan kepolisian. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesesuaian 

sikap pelaksana dengan struktur kewenangan yang telah ditetapkan, sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.    

 



36 
 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril Selaku Masyarakat 

Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026  Pada 

Pukul 17.00 Wib Menyatakan Bahwa para pelaksana tetap berupaya menjalankan 

kebijakan meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sikap responsif 

terhadap kegiatan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan dalam 

program Desa Bersinar menunjukkan adanya komitmen dalam mendukung 

kebijakan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan masih  dipengaruhi oleh 

faktor eksternal, seperti perilaku masyarakat yang sulit dipantau dan 

kecenderungan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara tersembunyi. 

 Berdasarkan Hasil Dari Keterangan Yang di Sampaikan Oleh Para 

Narasumber Dapat Diketahui Bahwa disposisi pelaksana kebijakan dalam 

implementasi P4GN di daerah ini dapat dikatakan cukup baik. Para pelaksana 

menunjukkan komitmen, pemahaman tugas, serta kesediaan untuk berkolaborasi 

dengan berbagai pihak. Akan tetapi, keterbatasan kewenangan dan dukungan 

sumber daya menjadi faktor yang membatasi optimalisasi pelaksanaan kebijakan. 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan institusional agar sikap positif 

pelaksana dapat diimbangi dengan kemampuan implementasi yang lebih 

maksimal. 

4.1.4 Struktur Birokrasi 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri wahyuni selaku Bidang   

Perencanaan penyuluhan ahli muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 

Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa struktur birokrasi telah 

mengatur peran masing-masing instansi secara tegas. Kesbangpol berperan 
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sebagai fasilitator yang bertugas melakukan sosialisasi dan koordinasi, sedangkan 

pelaksanaan teknis di lapangan seperti penindakan dan pemberantasan menjadi 

kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian. Pembagian tugas 

ini menunjukkan adanya kejelasan struktur dalam pelaksanaan kebijakan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsihida Selaku Perencana 

Ahli Muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 

10.00 Wib Menjelaskan bahwa dalam struktur birokrasi terdapat mekanisme 

administratif yang harus dilalui, seperti penyusunan dan penerbitan Surat 

Keputusan (SK) untuk program Desa Bersinar. Dalam hal ini, Kesbangpol 

memiliki peran dalam menerbitkan SK di tingkat daerah berdasarkan arahan dari 

pemerintah provinsi, yang kemudian menjadi dasar bagi instansi terkait untuk 

melaksanakan kegiatan di lapangan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno Selaku Analis 

Politik Dalam Negri KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 

Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa koordinasi lintas sektor menjadi 

bagian penting dalam struktur birokrasi. Hubungan kerja antara pemerintah 

daerah, BNN, dan kepolisian terjalin melalui komunikasi formal seperti 

suratmenyurat, undangan kegiatan, serta koordinasi sebelum pelaksanaan 

program. Struktur ini memungkinkan adanya sinergi antar lembaga, meskipun 

pelaksanaannya masih bergantung pada kondisi tertentu seperti ketersediaan 

anggaran. 
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril Selaku Masyarakat 

Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada 

Pukul 17.00 Wib Menyatakan Bahwa dalam praktiknya, struktur birokrasi yang 

ada terkadang belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari vakumnya 

beberapa forum atau kegiatan lintas sektor yang sebelumnya pernah dilakukan, 

terutama setelah adanya keterbatasan anggaran. Selain itu, prosedur birokrasi 

yang cukup panjang juga dapat mempengaruhi kecepatan pelaksanaan program di 

lapangan.    

  Berdasarkan Hasil Dari Keterangan Yang di Sampaikan Oleh Para 

Narasumber Dapat Diketahui Bahwa struktur birokrasi dalam implementasi 

kebijakan P4GN di daerah ini telah tersusun dengan cukup jelas melalui 

pembagian tugas dan kewenangan antar instansi. Namun, efektivitas 

pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor koordinasi, ketersediaan anggaran, 

serta dinamika birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

koordinasi dan penyederhanaan prosedur birokrasi agar  pelaksanaan kebijakan 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien.   

  

4.2 Pembahasan    

Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. 

Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasian Kebijakan Tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya di 

Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu sebagai berikut:  
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4.2.1 Komunikasi  

 Dalam konteks administrasi publik, komunikasi tidak hanya sekadar 

penyampaian pesan, tetapi juga menjadi alat utama dalam pelaksanaan kebijakan, 

koordinasi organisasi, serta pelayanan kepada masyarakat.   

 Menurut Dwight Waldo (1984) , administrasi publik sangat bergantung pada 

komunikasi sebagai sarana koordinasi antar unit dalam organisasi pemerintahan. 

tanpa komunikasi yang baik, pelaksanaan tugas pemerintahan akan tidak efektif.  

 Herbert A. Simon (1997) , menyatakan bahwa komunikasi merupakan 

bagian penting dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi publik. 

Informasi yang dikomunikasikan akan menentukan kualitas keputusan yang 

diambil.  

  George R. Terry (2006) , menjelaskan bahwa komunikasi adalah alat 

untuk menghubungkan anggota organisasi agar dapat bekerja sama mencapai 

tujuan bersama. Dalam pemerintahan, komunikasi penting untuk koordinasi antar 

pegawai dan instansi.  

  Chester I. Barnard (1938) berpendapat bahwa komunikasi adalah sarana 

utama dalam membentuk sistem kerja sama dalam organisasi. Tanpa komunikasi, 

organisasi publik tidak dapat berjalan secara terstruktur.  

  Berdasarkan hasil wawancara di Kesbangpol terkait pelaksanaan program 

P4GN, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan lebih berfungsi 

sebagai sarana sosialisasi, koordinasi, dan penyampaian kebijakan, bukan sebagai 

alat tindakan langsung di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Chester I. 

Barnard yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan alat untuk membangun 
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kerja sama dalam organisasi. Dalam konteks ini, Kesbangpol berperan sebagai 

penghubung antara pemerintah daerah, BNN, dan kepolisian dalam upaya 

pencegahan narkoba.  

  Selain itu, menurut Dwight Waldo (1984) , komunikasi dalam administrasi 

publik berfungsi sebagai alat koordinasi antar lembaga. Hal ini terlihat dari peran 

Kesbangpol yang lebih dominan dalam melakukan koordinasi lintas sektor 

dibandingkan tindakan operasional. 

  Sementara itu, berdasarkan pandangan Onong Uchjana Effendy, O. U. 

(2003).  komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 

masyarakat. Dalam wawancara, hal ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi 

dan kampanye bahaya narkoba kepada pelajar dan masyarakat.  

  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam 

pelaksanaan program P4GN di Kesbangpol adalah komunikasi yang bersifat 

persuasif, koordinatif, dan informatif, yang bertujuan meningkatkan kesadaran 

masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena kendala anggaran, 

kewenangan, serta karakteristik masyarakat yang sulit dijangkau.  

4.2.2 Sumber Daya  

  Dalam implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak 

hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan, tetapi juga sangat bergantung pada 

faktor pendukung yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Salah satu faktor 

krusial tersebut adalah ketersediaan sumber daya. Tanpa dukungan sumber daya 

yang memadai, kebijakan yang telah dirancang dengan baik sekalipun akan sulit 

untuk diimplementasikan secara optimal di lapangan. Oleh karena itu, aspek 
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sumber daya menjadi elemen penting dalam menilai efektivitas implementasi 

suatu kebijakan. 

  George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa sumber daya adalah 

segala sesuatu yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi 

Sumber daya manusia (SDM), Anggaran (biaya), Fasilitas (sarana dan prasarana), 

Informasi dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tidak akan 

berjalan efektif. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan anggaran akibat 

efisiensi menyebabkan program hanya dapat dilaksanakan sebatas sosialisasi 

tanpa kegiatan lanjutan seperti tes urine secara rutin. 

  Herbert A. Simon (1997) , menjelaskan bahwa sumber daya merupakan 

faktor penting dalam organisasi, terutama sumber daya manusia yang menentukan 

keberhasilan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Fokusnya 

pada kualitas dan kemampuan SDM. sumber daya manusia menjadi elemen kunci 

dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, berdasarkan wawancara, jumlah tenaga 

pelaksana yang terbatas serta luasnya wilayah penanganan menjadi kendala dalam 

menjangkau seluruh masyarakat secara efektif.  

  T. Hani Handoko (2011) mendefinisikan sumber daya sebagai segala 

potensi yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan, baik berupa manusia, 

dana, maupun peralatan. Menekankan bahwa semua elemen organisasi adalah 

sumber daya.  

   Dwight Waldo (1984) , menegaskan bahwa organisasi publik memerlukan 

dukungan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan. 

Dalam hal ini, keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan anggaran 

menyebabkan kegiatan P4GN tidak berjalan secara maksimal.  
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   Berdasarkan hasil wawancara di Kesbangpol, dapat disimpulkan bahwa 

sumber daya dalam pelaksanaan program P4GN masih terbatas dan belum 

optimal, terutama pada aspek anggaran, tenaga pelaksana, serta fasilitas 

pendukung kegiatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

dalam pelaksanaan program P4GN di Kesbangpol masih belum mencukupi, 

sehingga berdampak pada terbatasnya jangkauan program, kurangnya intensitas 

kegiatan, serta belum optimalnya hasil dalam upaya pencegahan penyalahgunaan 

narkoba.  

4.2.3 Disposisi  

  George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa disposisi adalah sikap, 

komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang 

akan diimplementasikan. Artinya, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh 

apakah pelaksana memiliki kemauan dan kesungguhan dalam menjalankan 

kebijakan tersebut. Konteks ini, aparat Kesbangpol tetap berkomitmen 

menjalankan program melalui sosialisasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan BNN 

serta kepolisian. 

  VanMeter dan VanHorn (1975) Mereka menyatakan bahwa disposisi 

merupakan karakteristik dan sikap pelaksana kebijakan, termasuk kejujuran, 

komitmen, dan tingkat respons terhadap kebijakan. Jika pelaksana tidak 

mendukung kebijakan, maka implementasi akan terhambat. Hal ini terlihat dari 

kesediaan aparatur untuk tetap melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi ke 

sekolah, kampanye bahaya narkoba, serta koordinasi lintas sektor meskipun tidak 

didukung anggaran yang memadai. 
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  Merilee S. Grindle (1980) menjelaskan bahwa disposisi berkaitan dengan 

kesediaan dan kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, termasuk 

pemahaman terhadap tujuan kebijakan. Lebih lanjut, Merilee S. Grindle 

menekankan bahwa disposisi berkaitan dengan kemauan dan pemahaman 

pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Dalam wawancara, terlihat bahwa pelaksana 

memahami bahwa peran mereka terbatas pada pencegahan dan sosialisasi, 

sementara tindakan penegakan hukum menjadi kewenangan instansi lain. 

  Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) Mereka menyebut 

disposisi sebagai dukungan dan kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan, yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi di lapangan.  

  Berdasarkan hasil wawancara di Kesbangpol, dapat disimpulkan bahwa 

disposisi pelaksana kebijakan dalam program P4GN tergolong cukup baik, yang 

ditunjukkan dengan adanya sikap menerima, mendukung, dan menjalankan tugas 

sesuai peran yang dimiliki, meskipun dengan keterbatasan kewenangan dan 

sumber daya. Disposisi pelaksana kebijakan dalam program P4GN di Kesbangpol 

sudah positif dan mendukung, namun implementasinya belum optimal karena 

adanya keterbatasan kewenangan, anggaran, dan kondisi lapangan.  

4.2.4 Struktur birokrasi  

   George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa struktur birokrasi 

adalah mekanisme, prosedur, dan pola hubungan dalam organisasi yang 

digunakan untuk pembagian tugas melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi 

yang baik akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Dalam 

konteks ini, Kesbangpol memiliki peran pada aspek sosialisasi, koordinasi, dan 

penerbitan SK, sedangkan penindakan menjadi kewenangan BNN dan kepolisian.  
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  Max Weber (1947) mendefinisikan birokrasi sebagai sistem organisasi 

yang memiliki Pembagian kerja yang jelas, Hierarki wewenang, Aturan dan 

prosedur formal, Profesionalisme aparatur. Menekankan bahwa struktur birokrasi 

harus tertata dan rasional. Hal ini terlihat dari adanya pembagian peran antara 

pemerintah daerah, provinsi, BNN, dan aparat penegak hukum dalam program 

P4GN.  

  Dwight  Waldo  (1984)  menjelaskan  bahwa  struktur  birokrasi  

merupakan kerangka organisasi pemerintah yang mengatur hubungan kerja dan 

tanggung jawab dalam pelayanan publik. Lebih lanjut, Dwight Waldo 

menekankan bahwa struktur birokrasi berfungsi sebagai kerangka dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Dalam wawancara, struktur tersebut sudah 

terbentuk melalui mekanisme koordinasi lintas sektor dan penerbitan kebijakan 

administratif seperti SK Desa Bersinar.  

  Herbert A. Simon (1997) menyatakan bahwa struktur birokrasi adalah 

susunan hubungan dalam organisasi yang mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan tugas.  

  Berdasarkan hasil wawancara di Kesbangpol, dapat disimpulkan bahwa 

struktur birokrasi dalam pelaksanaan program P4GN sudah berjalan secara 

terstruktur, terkoordinasi dan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing 

instansi, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan. Namun demikian, dalam implementasinya masih 

terdapat kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kegiatan rutin, serta 

adanya program yang vakum, sehingga struktur birokrasi yang ada belum mampu 

berjalan secara maksimal. 
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  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil 

wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa pelaksanaan 

program masih terbatas pada kegiatan sosialisasi. Keterbatasan tersebut 

disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya, khususnya pada aspek 

anggaran dan fasilitas.  

  Selain itu, dari sisi sumber daya manusia (SDM), jumlah petugas yang 

terlibat dalam pelaksanaan program dinilai masih kurang sehingga tidak mampu 

menjangkau seluruh sasaran secara maksimal. Informan juga menyampaikan 

bahwa kurangnya koordinasi dan informasi yang diterima oleh pelaksana di 

lapangan turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. 

  Lebih lanjut, keterbatasan anggaran akibat efisiensi menyebabkan tidak 

dapat dilaksanakannya kegiatan lanjutan seperti tes urine secara rutin. Padahal, 

kegiatan tersebut dinilai penting untuk mendukung keberhasilan program secara 

menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya 

menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. 

  Pelaksanaan kebijakan ini lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan 

(preventif) melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi lintas instansi. Kesbangpol 

berperan sebagai fasilitator yang:  

a. Melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba, khususnya ke sekolah-sekolah  

b. Mengadakan kampanye pencegahan kepada masyarakat  

c. Berkoordinasi dengan BNN, kepolisian, dan instansi terkait  

d. Menerbitkan kebijakan administratif seperti SK Desa Bersinar (Desa Bersih  
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Narkoba) Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala, yaitu:  

1. Keterbatasan Sumber Daya  

Keterbatasan anggaran akibat efisiensi menyebabkan banyak program  

seperti tes urine dan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara rutin dan luas.  

2. Keterbatasan Kewenangan  

Kesbangpol tidak memiliki kewenangan dalam penindakan, sehingga 

hanya berperan pada tahap sosialisasi dan koordinasi, sementara 

penegakan hukum menjadi kewenangan BNN dan  

kepolisian.  

3. Kendala di Lapangan  

Karakteristik masyarakat yang cenderung tertutup, bahkan ada yang 

melindungi pelaku, menjadi hambatan dalam implementasi  

kebijakan.  

4. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi  

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, tidak terdapat pengawasan lanjutan 

terhadap dampak perubahan perilaku masyarakat.  

 Dengan demikian, implementasi kebijakan P4GN di Kabupaten Serdang 

Bedagai bersifat koordinatif dan edukatif, namun belum maksimal dalam 

pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kewenangan, 

serta kondisi sosial masyarakat, sehingga kebijakan yang ada belum 

sepenuhnya efektif dalam menekan penyalahgunaan narkoba di daerah 

tersebut.  

  



47 

 

 

 

BAB V    

PENUTUP    

5.1  Simpulan    

Berdasarkan temuan dan diskusi tentang penerapan strategi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, berikut adalah 

kesimpulan yang dapat dibuat:     

1. Pelaksanaan kebijakan P4GN di wilayah saat ini belum mencapai tingkat 

optimal, meskipun berbagai pihak seperti Kesbangpol, Badan Narkotika  

Nasional (BNN), serta kepolisian telah terlibat. Proses kebijakan memang 

bersifat   kolaboratif   dengan pembagian tugas yang jelas, tetapi 

efektivitasnya terhambat oleh kendala yang bersifat struktural dan teknis.     

2. Kesbangpol berfungsi sebagai  koordinator  dan penunjang dalam pelaksanaan 

kebijakan, dengan mengutamakan pendekatan pencegahan melalui kegiatan 

sosialisasi, edukasi, dan penerbitan kebijakan administratif, seperti Surat 

Keputusan (SK) Desa  Bersinar. Kesbangpol  tidak  memiliki kapasitas  untuk 

mengambil tindakan represif, yang membuatnya sangat bergantung pada 

lembaga lain dalam menyelesaikan kasus di lapangan.     

3. Terbatasnya wewenang menjadi salah satu tantangan besar, karena 

Kesbangpol tidak dapat melakukan intervensi secara langsung terhadap 

individu yang  menyalahgunakan narkoba. Akibatnya,  upaya  yang  dilakukan 

bersifat lebih umum dan belum menyentuh secara langsung kelompok sasaran 

yang diinginkan.     
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4. Keterbatasan dana  juga mempengaruhi  pelaksanaan  program, sehingga 

kegiatan seperti sosialisasi mendalam, tes urin, dan forum lintas sektor tidak 

dapat dilakukan secara optimal. Kebijakan efisiensi anggaran daerah 

menyebabkan sebagian program direncanakan namun tidak terlaksana.     

5. Aspek Sosial masyarakat juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan, 

terlihat dari rendahnya keterbukaan masyarakat, kecenderungan 

menyembunyikan kasus, dan kesulitan menjangkau mereka yang beraktivitas 

secara rahasia. Hal ini mengurangi efektivitas program penceghan.  

6. Strategi sosialisasi yang diterapkan cukup berhasil dalam  meningkatkan   

kesadaran,  khususnya  di  kalangan siswa, tetapi belum  mampu 

menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan karena kurangnya 

kesinambungan program dan tidak adanya evaluasi lanjutan.     

7. Koordinasi antara lembaga telah berjalan dengan baik, namun masih jauh dari 

tingkat optimal. Beberapa forum antar sektor mengalami penurunan kegiatan 

akibat dari keterbatasan dana, sehingga kolaborasi antar lembaga. Belum 

sepenuhnya optimal. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijkan 

untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sangat tergantung pada kerja sama 

antar lembaga, dukungan sumber daya, serta keterlibatan aktif masyarakat.   

5.2  Saran  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah  daerah disarankan untuk meningkatkan  penganggaran  bagi 

program pencegahan penyalahgunaan narkoba, sehingga kegiatan seperti 
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sosialisasi, uji urine, dan forum lintas sektor dapat dijalankan dengan efektif 

dan berkelanjutan.     

2. Kesbangpol harus memperkuat kolaborasi dan kerja sama dengan BNN, 

kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, agar pelaksanaan kebijakan dapat 

lebih efisien, khususnya dalam menjangkau daerah dan kelompok  yang  

memiliki risiko tinggi.     

3. Inovasi dalam metode sosialisasi diperlukan, tidak hanya dengan cara 

penyuluhan tradisional, tetapi juga dengan memanfaatkan media digital,  

pendekatan berbasis komunitas, dan program yang berkelanjutan untuk 

mendorong perubahan perilaku masyarakat.     

4. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran masyarakat, keluarga, dan 

pemimpin lokal, sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan 

narkoba, melalui penguatan dan pendampingan yang lebih mendalam.     

5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program yang dilaksanakan 

perlu dilakukan, agar dapat mengukur tingkat efektivitas dan menjadi dasar 

untuk perbaikan kebijakan di masa depan.     

6. Penguatan regulasi daerah serta dukungan kebijakan yang lebih tegas sangat 

penting untuk menjelaskan peran masing-masing lembaga serta  

meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan P4GN.     

7. Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam dengan cakupan yang lebih luas, serta menerapkan pendekatan 

yang berbeda untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai pelaksanaan kebijakan pencegahan narkoba.    
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